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Mengingat

[ SALINAN ]

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

. bahwa proses penularan HIV dan AIDS sangat sulit dipantau

sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat
Kota Sorong;

. bahwa penularan HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa

mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan
yang sangat signifikan, sehingga memerlukan
penanggulangan secara melembaga, sistematis,
komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;

. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota

Sorong Nomor 41 Tahun 2006 sudah tidak sejalan dengan
upaya pencegahan penanggulangan IMS. HIV AIDS di Kota
Sorong;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a,b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kota  Sorong tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV dan AIDS.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3024);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);
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Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib
Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004
tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di
Tempat Kerja,;

Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor
02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan
Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui
Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan
Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567 Tahun 2006
tentang Penanggulangan HIV pada Pecandu Narkoba Suntik;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2009
tentang Sistem Kesehatan Nasional;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

Menetapkan :

dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SORONG.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Walikota adalah Walikota Sorong .

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah sesuai dengan peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Walikota dan DPRD beserta
seluruh jajarannya.

Komisi Penanggulangan AIDS Kota yang selanjutnya disingkat KPAK adalah
Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong dengan tugas untuk memimpin,
mengelola, mengkoordinasi  dan mengevaluasi  seluruh kegiatan
penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten.

Diskriminasi adalahperbedaan perlakuan terhadap ODHA.

Orang adalah warga masyarakat Kota Sorong dan yang berada di daerah
Kota Sorong.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan,baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik Negara ( BUMN ), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam nama
dan bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentukusaha tetap.

Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIVdan
AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan
pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di
masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV
dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan
pelanggan atau pasangannya, laki - laki yang berhubungan seks dengan
laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu
yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah,
penerima organ atau jaringan tubuh donor.

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus
yang menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia.

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS
adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit
kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual.

Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah
seseorang yang terinfeksi HIV dan AIDS.

Penjaja seks adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk melakukan
hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.

Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki
(Penis) dan digunakan pada waktu melakukan hubungan seksual, dengan
maksud untuk mencegah penularan penyakitakibat hubungan seksual
maupun pencegahan kehamilan.

Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku
yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala
guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecendrungannya
untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah Obat-obatan
yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh orang terinfeksi,
sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.



